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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI LABUHANBATU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara yang intinya menyatakan bahwa
Bupati menetapkan besaran Dana Desa
untuk setiap Desa di wilayahnya;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 384 yang menyatakan perubahan
waktu Penyaluran Dana Desa paling
cepat bulan Januari untuk Tahap I,
bulan Maret untuk Tahap II, bulan Juni
untuk Tahap III dan menghapus batas
waktu Penyaluran Dana Desa kemudian
Penyaluran Dana Desa disalurkan
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran
Pertama 15%, kedua 15% dan ketiga
10% juga prioritas penggunaan Dana
Desa untuk Bantuan Langsung Tunai
(BLT) dengan besaran Rp.600.000,- per
keluarga penerima manfaat dibayarkan
selama 3 bulan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 500) yang
menyatakan bahwa prioritas
penggunaan Dana Desa untuk Bantuan
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Langsung Tunai (BLT) ditambahkan
dengan besaran Rp.300.000,- per
keluarga penerima manfaat dibayarkan
untuk bulan keempat sampai dengan
keenam,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian
Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  5558)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas



sl

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
Dana Desa dapat digunakan untuk
kegiatan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Bantuan Langsung Tunai Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2020 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor  205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
500);

Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2019



o

Memperhatikan :

-7 -

tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 8);

Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Nomor
900/1781/764/BPKAD/2020 tanggal 6
Mei 2020 Perihal Pemberitahuan bahwa
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
menerima penetapan dana perimbangan
yang mengalami rasionalisasi sehingga
besaran Alokasi Dana Desa dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 mengalami
perubahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan beberapa ayat sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

-Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan

oleh Kementerian Dalam Negeri.

- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara
Umum Negara.
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- OM-SPAN adalah Online Monitoring yang digunakan

dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan
menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses
melalui jaringan berbasis web

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

-Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya

disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
adalah  rekening tempat penyimpanan  uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
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2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 8

Perubahan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I Peraturan Bupati ini.

]

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6)
diubah dan ditambahkan beberapa ayat sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

)

(4)

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40%
(empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%
(empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%
(dua puluh persen);

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah kepala KPPN
Rantauprapat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari  Bupati berupa  Peraturan
Bupati/Keputusan Bupati tentang tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa dan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
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Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b tanpa dokumen persyaratan
penyaluran.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah kepala KPPN
Rantauprapat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Bupati berupa Peraturan Bupati
tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu
tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa, Peraturan Desa mengenai
APBDes, laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) serta
laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
desa tahun anggaran sebelumnya.

Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat
Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa suluruh Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan wajib
disampaikan pada saat pengajuan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Tahap I
pertama kali.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diajukan dengan
membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh
Bupati ataupun Pejabat yang ditunjuk.
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Pemerintah  Kabupaten  menandai pengajuan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) atas desa yang layak
salur melalui aplikasi OM-SPAN yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan
dalam bentuk fisik (hardcopy) sedangkan dalam
bentuk elektronik (softcopy) diolah melalui aplikasi
OM-SPAN yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I,
Dana Desa disalurkan dengan  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan
tambahan ketentuan :
a. Dana Desa Tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali
dengan besaran :
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen)
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen)
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Dana Desa Tahap II disalurkan dalam 3 (tiga) kali
dengan besaran :
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen)
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen)
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

c. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
dengan rentang waktu antar penyaluran paling
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cepat 2 (dua) Minggu dan Tahap III dilakukan
sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) huruf ¢ dan
persyaratan penyaluran yang harus dipenuhi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(17) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
a. Dana Desa Tahap Il disalurkan dalam 3 (tiga) kali

dengan besaran :

1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen)

2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen)

3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran
paling cepat 2 (dua) Minggu dan Tahap III
dilakukan sesuai dengan ketentuan pada ayat (3)
huruf ¢ dan persyaratan penyaluran yang harus
dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(18) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan
huruf b dan ayat (17) huruf a dilaksanakan Bupati
kepada KPPN.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambahkan huruf e,
huruf f, dan ditambahkan beberapa ayat sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
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Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020.

f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020.

(4) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah
Desa.

(5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam
rangka menanggulangi dampak ekonomi atas
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
seperti kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan jaring pengaman sosial
di Desa.

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempedomani prioritas penggunaan dana
desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 10A

.Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa BLT Desa
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
sebagai keluarga penerima manfaat.

.Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan

melaksanakan kegiatan BLT Desa.

. Adapun calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang
berdomisili di Desa bersangkutan.

b. Tidak termasuk penerima bantuan program
keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan kartu
prakerja.

c. Bagi calon keluarga penerima manfaat yang telah
memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor
Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan
alamat domisili lengkap untuk memudahkan
proses validasi dan verifikasi.

. Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT

Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar :

a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk
bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per
keluarga penerima manfaat.

b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan
empat sampai dengan bulan keenam per keluarga
penerima manfaat.

Pembayaran BLT dilaksanakan selama 6 (enam)

bulan paling cepat bulan April 2020

h. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
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penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa
dan Pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai
dengan ketetapan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati menegenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
dan pembiayaan dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara  swakelola dengan menggunakan = sumber
daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
setempat.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ diubah
sehingga Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ berbunyi

sebagai berikut :

BAB V
Bagian Kesatu
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b. diri atas:
d. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Keluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian
Keluran Dana Desa sampai dengan Tahap II
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menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan laporan konvergensi
pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran sebelumnya.

n 8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu)
Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13A

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dilakukan
terhadap :

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa;
b. Penyampaian laporan Kkonvergensi pencegahan
stunting tingkat desa;
ﬂ c. Sisa Dana Desa di RKD; dan
d. Pencapaian keluaran Dana Desa
(2) Pemantauan Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan untuk
mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran
(3) sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.

Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diperhitungkan dengan penyaluran Dana
Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan

evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana di
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RKD Bupati meminta penjelasan kepada kepala desa
mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan/atau
meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga

(g

(S)

Pasal 14 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan
dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3),
maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian
penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran
berjalan.

10. Menambahkan Bagian Ketiga pada BAB VI yang
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Bagian Ketiga
KETENTUAN SISA DANA DESA
Pasal 16

Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak
dipergunakan atau dianggarkan kembali di tahun
berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu
kedua bulan oktober 2020.

Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 hasil dari rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir



=18

bulan Oktober 2020.

(3) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang masih
berada di RKD, dapat disalurkan ke RKD paling
lambat bulan Juli 2020.

(4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN
Rantauprapat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa
dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke RKD
paling lambat akhir bulan Nopember 2020.

(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil
rekonsiliasi paling lambat akhir bulan Desember
2020.

(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak
dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020,
sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat
penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran
2020.

(7) Penghitungan Sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun
Anggaran sebelumnya.

11. Menambahkan Ketentuan Lain-lainnya pada BAB VII
yang berbunyi sebagai berikut :
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAINNYA

Pasal 17

Ketentuan mengenai :

1

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (6).

Format laporan konvergensi pencegahan stunting
Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (6).

Desa berkewajiban membuat Baliho APBDes dan
Baliho Pertanggungjawaban Dana Desa.

Setiap Desa menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Dana Desa harus tepat waktu.
Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban tidak tepat waktu, maka
penyaluran Dana Desa akan ditunda sampai dengan
pertanggungjawabannya diterima oleh Dinas PMD.
Setiap Desa  wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Dana Desa kepada Dinas PMD,
Inspektorat dan BPKAD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Lampiran III : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 46 Tahun 2020
Tanggal : 16 September 2020

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

z KECAMATAN
& TAHUN

TOTAL KEKSRESTI

TOTAL

GIZI KURANG/
GIZI BURUK/STUNTING

JUMLAH TOTAL HuAU
AMNAY, USEA O — 23 BULAN (NORMAL}

KUNING
(RESINO STUNTING)

MERAH
(TERINDIXAS] STUNTING)

JUMLAH

SASARAN

INCHAKTOR

PERIKSA 4 KAL! SELAMA KEHAMILAN

MENDAPAT DAN MEMINUM PiL FE SELAMA 50 HARI

18U DERSALIN L ¥ NIFAS 3 KALI

MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KAL

18U HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNIUNGAN RUMAH BULANAN

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUIM ARAN

RUMAH TANGGA 18U HAMIL MEMILIKI IAMBAN LAYAK

MEMILIK] JARMINAN KESEHATAM

ANAK USIA
0-23 BULAN
(0-2 TAHUN)

ANAK USIA <12 BULAN T DASAR L

DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN

Wt e m oo o=

DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHLIN

DRANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BLILANAN

KLUIUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURLKS KURANG/STUNTING

ALUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

AUMAH TANGGA AMAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK

AMAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN

ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUT! PARENTING BULANAN (PALID)

= lBlalm|~|o|in| -

ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PALID MINIMAL B0%

TINGKAT KONVERGENSI

1 18U HAMIL

2 ANAX 0-23 BULAN

TOTAL TINGKAT KONVERGENS! DESA

_TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA

BIDANG/MEGIATAN

ALOKASI DANA

KEGIATAN
KEHUSLIS PENCEGAHAN STUNTING

ALOKASI DANA

% (PERSEN)

1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA

2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASTARAKAT

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE
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Agar setiap orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat
ﬁ pada tanggal 16 September 2020.

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Labuhanbatu [Tt
Nomor 46 Tahun 2020 17 DINAS PMID
Tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
ttd Ly
o MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN “ -

- ] Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAI%FAHMI

PEMBINA
NIP.19710315 199703 1 005
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Agar setiap orang  mengetahui, @ memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 September 2020.

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 46 Tahun 2020

Tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
ttd
MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

NIP.19710315 199703 1 005



